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PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : © TAHUN 2001
T OIE N T A NG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
KENDARAAN DI ATAS AIR

RAIIVIA TUIIAIN WANG MAIIA TUSA

OUDIERNUR SULAWLES I TENGGARA

. bahwa déngon telan ditetapkannya Undang—-undang

Nomor 34 Tahun 20ud tentung Perubanan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tertang Pajak
Daerah dan Retribusi Daeran, maka Peraturan
Daerah Propinsi TJaeranh Tingkat 1 Sulawesi
Tenggara WNomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak
Kenduraan Bermotor perlu disesuaikan ;

D. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan  Kendaroan

Diatas Air merupakan salah satu jenis pajak
Propinsi yang sangat potensial untuk
memberikan kontribusi terhadap pendopatan asli
daeran ;

. bahwa untuk memenuhi sebagaimana  dimaksud

nurut a dan b tersebut diatas perlu membentuk
Peraturan Doeranh tentang Pajak Kendaraoan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentanag

Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-undang - Nomor 2 Tahun 19647 tentang
Pempentukan Doerah Tingkat [ Sulawesi Tengah
dan Daerch Tingkat I Sulawesi Tenggara .dengan
menicuban Undanig-undang Nomor 47 Prp. Tahun-
1560 tentang Pembentukan UDaerah Tingkat I
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (lembaran Negara
Tahun 1964 Nomor 94, Tambchan Lembaran Negara
Nomor 2687). . /%

2, Undang. .....
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Kitab
Undong-undang Hukum Acara Pidcna (Lembaran
Negora Taonun 1981 homor 76 Tambahan Lembaran
Negara Nomer 3203).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentorg lLalu
Lintas dan Angkutan Jalnn (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negaru
Nomor 34807,

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketc Pajok (lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3684).

. Undang-undang WNomor 18 Tahun 1997 tentany

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
fegara Tanun 1997 homor 41, Tambahan Lembaran
Negara WNemor 3€85). sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 40487,

. Undang-undaong Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Tahun
1939 Nemor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3833),

., Undang-undang Nomor 25 Tahun 19498 tentang

Perimbangan Keuangan antaora Pemerintah Pusat
dan Daoerah {Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2848).

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Touhun 1997

tentang Pojok Doeran (Lembaran Nesara Tahun
1997 Nomor 54, Tanbaban Lembaran Negara Nomor
3691,

Peraturan Pemerintan Nomer 44 Tchun 1993
Tentang Kendaraan dan pengemudi  (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3530).

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tohun 2000

Tentang Kewenanocan Pemerintanh dan Kewenangan
Propinsi  sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Ncmor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952). /h

11. Keputusan,........



Meneiapkan

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Keputusan Presijen.

12. Peraturan Dceran Propinsi Daeran Tingkat I
Sulawesi  Tengaara Nomor 7 Tchun 19839 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKTLAN - RAKYAT  DAERAH PROPINSI
SULAWEST TENGGARA.

MEMUTUSKAN

ENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI

ATAS AIR

 PERATURAN  DAERAH PROPINST ~ SULAWEST  TENGGARA
Tt
i

BAB 1
KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimoksud dengan :

1. Daerah adaleh Propinsi Sulawesi Tenggara ;

N

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Propinsi Sulawesi Tenggara ;.

5. Gubernur adalah Guoernur Sulawesi Tenggara;

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan
Daerah  sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang beriaku ; I

un

inas  Pendapatan adalah Dinas  Pendapatan
0

pi
Propinsi Sulawesi Tenggara :

6. Kendaraan ../%.....
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, Kendaraan Bermotor adalan Kendaraan yang

digerakkan olen peralatan teknis yang berada
pada kendaraan itu.

Kendaraan diatas air odalah semua kendaraan
yang digerakkan oleh peralaotan tehnis berupu
motor atau peralcten lainnya yang berfungsi
yang mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerax kendaraan bermotor
yang bersangkutan yang digunakan Di Atas Air,

Pajok odalan Fajok Kendaraan Bermotor dan Pajak
Kenda-aan di Atas Air ;

. Kendaraan Umum adalon setiap Kendaraan Bermotor

yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum
¢engan dipungut bayaran ;

Pajak  Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat PKB adalah Pajaok yang dipungut atas
kepemilikan don atau penguasaan  Kendaraan
bermotor ;

Pajak f{enaaraan di Atas Air adalah pajak vang
dipungut dtas kepemilikan atau penguasaan
Kendaraan di Atas Air ; '

. Jenis Kenduraan Bermctor adalah Jenis Kendaraan

Bermotor sepagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan
Pemerintan Nomor 44 Tahun 1893 yaitu meliputi
sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus,
mopil barang dan Kendaraan Khusus ;

Surat Pemheritahuun  Pajak  Daerah yang
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat vyang
digunakain olien wayib pajck untuk melaporkon
perpitungan dan pembayaran pajak yang terutang
menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daeran ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPD adalah  surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang ; ’

15: SUFGLisies ¢ sai



b=t
(o))

. Surat Ketetaopan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adaoloh  surat
Keputusan yang menentukan besarnya odajak yang
terutaong, jumian  kredit pajak, jumlah
Kekurangan pembayaran pokck pajak  besarnya
sanksi administrasi dan jumiah yang masih harus
dipayar ;

. Surat Ketetapan #Pajak Daeranh Kurang Bayar
Tambahan vyang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adaian surot keputusan vang menentukan tambahan
atas jumlan pajak yang ditetapkan;

. Surat Ketetapan Paiak Daerch Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah  surat
keputusan vyang menentukan jumlah  kelebihan
Pembayaran Pajaok karena jumlah kredit pajak
ledbin besar dari pajak yang terutang atau tidak
separusnya terutang

g, Surat Ketetapan Pajak Daeran HNinil yang

N
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N
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g

selanjutnya disingkat SKPDN adaiah surat
keputusan vyang menentukan jumlah Pajak yang
terutung sama besarnya dengan Kredit Fajak atau
Pajak tidak terutang dan tidak naoa kredit
pajak

. Surat Tagihun Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajok dar atau sanksi administrasi
berupa punga dan atau denda ;

Isi silinder adalah isi ruang gerak pada mesin
kendaraan permotor yang dinyatakan dengan cc

. Horse  Fower (HP)  adaleh  tenaga gerak
Kendaraon di atas air yang menentukan besarnya
kKekuatan Mesin

. Tonase adalah jumluh isi ruang Kendaraan ©i
Atas yang diayatakan dengan satuan ms.

BAB II
NAMA, 0BJEK DAN SUBJEK PAJAK AY‘

Pasal 2. ......



Pasal 2

dengan nama °ajak Kendaraan Bermotor dan Pajak
Kendoraan di Atas Air dipungut Pajak Kendaraan
Bermotor dan Kendcraan di Atas Air.

Pasal 3

Objek  Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Di Atas Air adalan kepemilikan
atau penguasaan atas  kendaraan
permotor dan atau kendaraan di Atas Air.

—
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(2) Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
kendaraan yang terdattar dan/atau
peroperasi,

Pacal 4

Dikecualikan dari  objek pajak adalah
kepemilikon don/atau  panguasaan kendaraan
permotor dan kendaraan diatas air oleh :

a. Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, dan
Pemerinian Desa.

0. Kedutaan/konsulat Parwakilan Negara
Asing dan  Perwakilan lembaga-lembaga
internosionul dengan azas timbal balik
sepagaimana berlaku untuk pajak Negara.

c. Pabrikan atau importir, dialer/sub dialer
yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan
dan tidak dijual.

Pasal b

Subjek  Pojak  Kendaraan Bermotor  dan
Kendaraan di Atus Air adalanh orang pribadi
agtau badan yang memiliki dan atou menguasai
kendargan bermotor dan/atau kendaraan
diatas air.

~
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Wajib pajuk adalanh orang pribadi atau badan
yang memiiiki dan atau menguasai kendaraan
permotor dan/atau kendaraan diatas air,

N
e

(3) Yang. .....



Pasal 2

pengcn nama ’ajak Kendaraan Bermotor dan Pajak
Nendaraan di Atas Air dipungut Pajak Kendaraan
Bermotor dan Kendcraan di Atas Air.

Pasal 3

(1) Objer Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Di Atas Air udalan kKepemilikan
ctau penguasaan  atas  kendaraan
bermotcr dan atau kendaraan di Atas Air.

(2) Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Aias .
Air sebagaimana dimaksud- ayat (1) adalah
kendaraan yang terdaftar dan/atau
peroperasi, '

Pacal 4

Uikecualikan dari objek pajak adalan
kepemilikan dan/atau  penguasaan  kendaraan
permotor dan kendaraan diatas air oleh :

a. Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, dan
Pemerinian besa.

b. Kedutaan/korsulat Parwakilan Negara
Asing dan  Perwakilan lembaga-1lembaga
internasionual dengan azas timbal balik
sebagaimana berlaoku untuk pajak Negara.

c. Pabrikan atau importir, dialer/sub dialer
yang semata-mata tersedic untuk dipamerkan
dan tidak dijual.

Pasal b

Subjek Pajak  Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atus Air adalanh orang pribadi
agtau badan yang memiliki dan atau menguasai
kendargan bermotor dan/atau  kendaraan
diatas air.

|
—

(Z) Wajib pajuk adalan orang pribadi atau badan
yang memiliki dan atau menguasai kendaraan
permotor dan/atau kendaraan diatas air

{(3) Yang. .....
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Yang bertangoung jawad atas  pembayaran

pajak adalanh :

G. Untuk orang pribadi adolah orang yang
hbersangkutan/kuasanya atau ahii
warisnya.

P, Untuk  Badon adalan Pengurus atau
kuasanya,

BAB LIl

DASAR PENGENAAN PAJAK,
CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 6 | :

) Dasar pengenaan pajak dihitung  sebagai

~ 14

perkalion 2 (dua) unsur pokok :

a. Nilai jual kendaraan bermotor dan/atau
Kendaraan diatas air,

D. Bobot vyang mencerminkan secara relatif
kadar kerusakan jclan dan pencemaran
iingkungan akibat penggunaan kendaraan
permotor dan/atau kendaraan diatas air.

Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur
dengan Dberpedomun pade Perhitungan  Dasar
Pengenaan Fajak yang ditetapkan oleh
Menteri Dalom Negeri,

palam hal dusar Pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud ayat (2) belum ada, Gubernur
menetdpkan Disar Pajak Penggunaan Kendaraan
Bermotor uan Pajok Kendarocan Di  Atas
Air  dengan operpedoman kepada arahan
Keputusan Merieri Doiam Negeri,

) Dasar pengenaan pajnk sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri

Dgiam nNegeri. /ﬁ
Pasal., .

B A R S T A g



casal 7

Tarif pajok ditetapkan sebcgai berikut

a. Untuk Kendaraan Bermotor oukan umum 1,5 %
{(satu koma lima persen)

b, Untuk Kendaraan Bermotor Umum 0,5 % (nol
koma 1imo persen).

Cc. Untuk Kendaraan Bermotor alat—-olat berat
dan alat-olat besar 0,5 % (nol xoma 1lima
persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 8

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara
mengatikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 denyan  dasar  pengenaan pajak
sebaguimana  dimaksud dalam Pasal 6  ataou
Pasal 7.

BAB IV

.....

Pasal 9
wilayonh pamungutan adolan diwiiayan Daeran

17

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
UAN SURAT PEMBERTITAHUAN

Pasal 10

(1) Masa pajak adalan jangka waktu yang lamanya
sama denjan 1 (satu) bulan takwin,

(2) Tanhun Pajak odalan  jangka waktu  yang
iamanya 1 (satu) tanun tokwin,

{3) Kewajiban pajuk yang beraknir sebelum 12
(dua belas) bulan karena sesuatu hal
pbesarnya pajak yong terutang yang dihitung
perdasarkan jumian pulan yang berjalan.

(4) Kewajiban pajak lebin dari 15 (iima belas)
nart cetelan jatuh tempo dihitung sqatu
pulan peanun.

PasUl..ovvvnnn
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Pasal 11

Setiap wajib pajak wajib menyisi SPTPD yang
disampaikon olen Pejabat yang ditunjuk.
SPTPD sebogaimana dimoksud pada ayat (1)
narus diisi dengan jelos, benar dan lengkap
serta ditanda tongani oleih wajib pajak atau
grang diberi kKuusa olefrinya.

SPTPD sebagaimanc dimaksud pada ayat (2)
disampaiken ke Dinas Pendapatan  paling
lama :

a. Untuk kendaraan bary 14 (empat belas)
hari sejck scot kepemilikan,

p. Untuk kendaraan bukcn baru sampai dengan
tangyal aengan berakhirnya masa pajak

c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
tTiskal antar Daoerah bagi kendaraan
permotor dan otou kendaraan diatas air
yang pindan dari luar daerah.

Apabila  terjadti perubahan atas kendaraan
parmotor dan kendaraan diatas air daolam
masa  pajak baik perupbahan  bentuk, fungsi
maupun  pergantian mesin suatu kendaraan
permotor  dan  kendaraan diatas air wajib
diiaporkan dengen menggunakan SPTPD,

Pacal 12

SPTPD  sebagaimcna dimaksud dalam Pasal 12
ayat {1) sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama dan alamat iengkap pemilik ;

0, Jdenis, merk, type, isi silinder, HP, isi
Kotor/tonase, tahur pembuatan, warna,
nomor rangka, nomor mesin ;

¢, Gendergan dar jumich sumbu

Bentuk, SPTPD sevagaimana dimaksud pada

cyat () ditztopkan dengan  Keputusan

Guperaur

BAB Vl.uiefses
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BAB VI
KoTETAPAN  PAJAK

Pasal 13

Berdasarkan  SPTPD  sebagaimana  dimaksud
daiom Pasal 12 ayat (1) pajok ditetapkan
dengan menerpitkon SKPU atau dokumen lain
yang dipersamakan.

s

(1) ditetapkan dengan Keputusan GCubernur.

Pasal 14

Daiam jangka waktu 5 (Vima) tahun sesudah
saat terutangnya pajak, Gubernur  dapat
meneroitikan

a. SKPUKB dalam hal

1. Berdasarkan hasil pemeriksaaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurong ditayar. |

2. Surat  pemberitahuan pajak  daerah
tidaok disompaikon KkKepada — Gubernur
dgalam  jongka waktu tertentu dan
setelanh ditegur secara tertulis
Kewajipan mengisi surat pemberitahuan
tidok dipenunhi pajok vyang terutang
dipitung secara jabatan.

(S 2]

atou data yang semula belum terungkap
yang menyepaokan penampanan jumlah pajak
yang terutang.

e gy

sSUmo pesarnya dengan jumlah kredit pajak
gtcu pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak. 'ﬁ

~

(Z)' JUmlGh‘.l".l'lll



(Z) Jumianh kekurangan pajok yang terutang daiam
SKPDKB  sebugaimana aimoksud pada ayat (1)
nuiuf a angka 1 daon angka 2 dikenakan
sanksi  administrasi berupa bunga sebesar
2 % { dua persen) sebtelum dihitung dari
paiak yang Kurang atau terlomoat dibayar
untuk jongka waktu paling lama 24 (dua
pulun empat) obulan dihitung sejaok saat
Tesutangnya pajak,

{5) Jumiah kekurongan pajak yang terutang
dalan  SKPDKBT- sebagaimana dimaksud pada
avat (1)  huruf b dikenakan  sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 - %
(seratus persen; dari jumlaoh kekurangan

pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebogaimana dimaksud dalam ayat
(3) tiduk dikenakan apabila wejib pajak
meluaporkan  sendiri  sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan,

Jumich .pajck  yang terutang dalom  SKPDKB
sepagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
angka 3 dikenakan sanksi  administrasi
berupc kenaikan sebesar 25 % (dua puluh
lima persen) dari pokok pajak ditambah
sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
pajuk yang kurang atau terlambat dibayar
untiik  jangka waktu paling lama 24 (dua
pulun empat) hulan dihitung sejak saat
terutanygnya pajac.

w
e

Pasal 15

(1) Gubernur dapat menerpitkan Surat Tagiran
Fajak Doerah apapila

Q. Pajok dalam tchun berjalan tidak atau
Kurang diboyar

D. Dari nasii penelitian surat
pemperitanuan pajak daerah  terdapat
kekurangan pempayaran seboaai  akibat
saglan tulis dan atau salah nitung ;

c. Wajib. .1...
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(4)

(4)

_12_

c. Waijio pajak dikenakan sanksi
adminsitresi berupa bunga dan atau
denca.

) Jumlah kekurongan pajak yang terutang dalam

surat taginon pajak daerah  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b
ditamban dengan canksi administrasi berupa
bungc sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
untuk paling 1lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

Tidak dipayar setelah  jatuh tempo
pembayaran dikenakan scnksi administrasi
berupc  bunga sebesar 2% (duc persen)
sepulan, ditagin melalui Surat Tagihan
Pajak Daeran.

Bentuk, isi dan tata cara penyampa.an STPD
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,
BAB VII
TATA CARA PEMEAYARAN DAN PENAGIHAN
Pusal 16

Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk
masa 12 (dua belaos) bulan.

Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat keputusan keberatan dan keputusan
banding yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar hertambah.

) Gubernur atas permohonan wajib  pajak

setelan memenuni persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada wajib pajak untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak dengan dikenakan
bunga sepesar 2% (dua persen) sebulan.

Persyaratan dan Tata cara pembayaran
angsuran atav penundaan ditetapkan oleh
Cubernur.

(5) Pembayaran.........
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Fembayaran dilakukan di Kas Daeran atau
tempat lain yang ditetapkan olenh Gubernur,

Pasal 17

Pajak  yang terutaong berdasarkun  SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
putusan bpanding yang tidak atau kurang
dibayar olen wajib pajok pada waktunya,
dapat ditogin dengan surat paksa.

Penaginon  pajak  dengan  suract paksa
dilaksanckan dengan peraturan oerundang-
undangan yang beriaku.

Pasal 18

Wajib pajak yang telah membayar lunas
pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan
pening.

Pening sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
ditempelkan pada kendaraan bermotor dan
kendaraan diatas air, paik untuk “endaraan
peroda empat atau lebin maupun «endarcan
peroda dua atau tiga, termasuk Kereta
gandengarnya dan tempeliannya,

Bentuk, tanda pelunasan pajak dan pening,
se~ta cara penempelan pening ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

BAI3 VI
PEMBAGTIAN
Pasal 19

Hasii penerimaan Pajak ditetapkan
sepagai perikut

a. dJntuk Pemerintanh Propinsi sebanyak 70%

(tujuh  puluh persen) dari hasil
penerimaan pcjak.,

D, 20 Baviiononsponsnn
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D, 20% ({(dua puluh persen) diberikan untuk
Kabupaten/Kota penghasil.

c. 10% (sepulun percen) dibagi rata untuk
kabupaten/Kota lainnya tersebut pada
hurut a.

) Kepada Instansi pemungut dan  instansi

terkait lainnya aiberikan upah pungut 5%
(1ima persenj dari hasil yang disetor
ke Kas Daeran.

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN

TETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
NGURANGAN SANKST ADMINISTRASI

Pasal 20

Gubernur karena  jabatan atuau atas
permononan wajib pajak dapat membetulkan
SKPD atcu SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan

- tulis kesalahan nitung dan ctau kekeliruan

daram  penerapan  peraturan perundang-
uncangan Perpajakan Daerah.

Gubernur dapat

a. ifengurongkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga denda dan
Kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan
daeran, dalam hal sanksi  tersebut
dikarenakan kehilafan wojib pajak atau
pukan kurena kesalahan wajib pajak,

D. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan
pajak yang tidak benar,

Persyaratan dan Taia cara pengurangan atau
penghapusan scnksi  administrasi dcn
pengurcngan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagcimana dimaksud paca ayat (z) diatur
dengan  keputusan Gubernur. A{
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KEBERA

Pasal 21

§

(1) Wajip pajok dapat mengajukan  Keberatan

—~

——

BR

~—

N

Kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
atas suatu

a. Suragt ketetapan pajak daerah :

b. Surat ketetapan pajak daerah  kurang
payar ;

Cc. Surat ketevapan pajak doerah kurang
Jayar tambanan;

d. Surat ketetapan pajaok daerah lebih
bayar ;

e. Surat ketetapan pajak daerah nihil

Keperatan diajuken secara tertulis disertai
agligsun-alasan yang jelas.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan
atas ketetapan pujak secara jabatan, wajib
pajak - narus dapat membuktikan ketidok
penaran ketetapan pajak tersebput.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lcma 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat sebagaimana dimoksud pada uyat (1)
kecuali agpabila wajib pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuni karena diluar kekuasaannya.

Keperatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(5) tidak dicnggap sebagai surat keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan,

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan

pajuk.,

PaBOL: o555 s snnnnse
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Pasal 22

Gubernur, dalam iangka waktu paling lama 12
(duas pelas) oulan sejak tanggal  surat
Kepberutan diterima, narus memberi keputusan
atus kKeberatan yang diajukan.

Keputusan Gupernur atas keberatan dapat
perupa menerimg selurunnya atau sebagian,
mer.0iak, ctau menambanh besarnya pujak  yang
terhutang.

Apapila  jongka waktu sebagaimana dimaksud
paca ayat (1) teiah lewat dan Gubernur
tidak memperi suatu keputusan keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

Waiib pajak dapat mengajukan permohonan
bonding hanya kepada Badan Penyelesaian
sergketa (ojak terhadap keputusan mengenai
Keperatunnya yang ditetapkan oleh Gubernur,

Perimnhonan  sebagaimana dimoksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterimu, dilampiri salinan dari  surat
keputuson tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak ~menundc
Kewajitan membayar pajok dan pelaksanaan
penagihan pajck. f

Pasal 24

Apabiia pengajuan kKeberatan atau permohonan
panding dikabulkan sz2bagiar atau seluruhnya,
kelebinan pempbayaran pajak dikembalikan dengan
ditampan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua
pulun empat) pulan, ' .

2.1 R R
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KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

-~

Pasal 25

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat
memperikan Keringanan pengurungan  dan
pembebasan pajak.

Kendaraan yang  diperguinakan sebagai
ambuiance dan mobil jenazah dapat diberikan
pembebasan dan atau keringanan pajak yuang
ditetapkan dengun Keputusan Gubernur,

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan
dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan
kKendaraan ciavas air ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

BAB XII
PENGEMBAL IAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 26

Wujib pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian Kelebihaon pembayaran pajak
Kepada Gubernur secara tertulis dengan
lenyepuckan sekurang-kur-angnya :

a. namu don claomat wajib pajak ;

D, masa pajax ;

C. besarnya kelepinan pembayaran pajak ;.
d. alasan yan3 jelas.

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12
(dua Dpelas) oulan sejaok diterimanya
permononan nengempalian kelebihan
vembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ay2t (1) harus memberikan keputusan.

Apebila  Jjangka woktu sebagaimana dimalisud
poda ayat (2) dilompoui  Gubernur  otau
pejabat tidak  memberikan Keputusan,
pErinohonan pengempclian kelebihan
pembayaran  paja< dianggap dikabulkan dan
SKPDLB narus diterbitkan dalam waoktu paling
ioma 1 (satu) bulan,

(q) qubilol..'ﬂl’..l‘
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(4) Apabilc wajibp pajak mempunyai utang pajak
lairnya, kelebihan  pembayaran pajak
sebagaimana dimcksud pada ayat (2) langsung
diperpitungkan untuk melunasi  terlebih
dahulu utang pajak dimaksud,

Pengembalian Kelebihan pembayaran  pajaok
dilokuken dalam waktu paling lama 2 (dua)
huian sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerpitkan surat  perintah membayar
kelebinan pajak (SPMKP).

—
£
~

Aparila pengembalian kelebihan nembayaran
pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
bulan sejak diter-bitkannya SKPDLB Gubernur
atau  cejaoat memberikan imbalan  bunga
sebesur 2% (dua persen) sebulan atos
keterlambatan pembayaran kelebihan pacjok.

—
(03]
N

Pasal 27

Apabila Felebihon pembayaran pajak
aiperhitung koan dergan utang pajok lainnya
cabagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)
~pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah
pukuan  dan bukti pemindah bukuan berlaku
sepogaoi hukti pembayaran.

BAB XIII
KEOJDALUARESA
Pasal 28
(1) tiak  untuk  melaokukan  penagihan  pajak
kedaluarsc setelanh melampaui jangkc waktu 5
(1ima) cahun  terhitung sejak saat
ternutangnyc pajak kecuali apabila wajib

pajak melakukan tindok pidano  dibidang
perpaickan daoeran.

) Kedalucrsa  penagihan pajak  sebagaimana
dimoksud pada oyat (1) tertangguh cpabilg :

N\

a. diterbitkan curat teguran dun  surat
pakso atau An -
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D. ada pendakuan utang pajak dari wajib
pajak  baik iangcung maupun  tidak
~angsung.

~~~~~

Pasal 29

Pengowasan  atas  pelaksonaan. ketentuan dalam
Feraturan  Daerah inl dilaksanakan oleh Kepala
Dinas Pendapatan dan Instansi terkait lainnya
yonyg dituiiuk oleh Gubernur.,

BaB Xy

.....

fusai A0

(L Orang pribaat aLau Badan yang
mei D ivi/menguasal  kendaraan bermotor dan
Qtud  Kendaraan  diatos air yung - tidak
mendaffarkon  kendaraannya  lebih dari 90
(sembiian  puluh)  haori berturut-turut
dikenakan sonksi denda sebesar 10% (sepuluh
persen) dari pOKOK pajak setiac
pulannya don atau denda  setinggi-tingginya
100%  {seratus orsen) setaghun dari  pokok

PG )0x,

Apabila  setelah melampaui 1 (satu) tahun,
sebagaimona  dimoksud ayat (1) diatas
dikenakaon cende 4 (empat) kali pokok pajak.

N
~—~

(5.2

(-]

Pasal

N

(1) Waiib pajak  yang menerima SKPDKB
sapogaimona dimaksud pade Pasal 1F ayat (1)
nurdaf o angka 1 dan 2, dikenakan sanksi
aaminiztrasi  berupa bunga sebesar 2% (dua
persen)  =ebulan dihitung dari pajaok yang
Pyrang otau terilombat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empdt)
oulnn  dinitung sejak saat  terutangnya

pajak., A}

(2) .wlojibllDIQUOQI.lll



(2) Wajib pajak yang menerima SKPDKBT
sepagaim na dimaksud pada Pasal 15 ayat (1)
qurut b, dikenakan sankei administraosi
berupa  kenaican sebesar 100%  (seratus
p=r3en) dari  jumiah  kekurangan  pajak
Tersebut.

Kenaiker scbagoimana dimoksud pada ayat (2)
tidak <¢ikenokan apabiia wajio pajok melapor
sendiri sebelum dilakukan tincak
pemeriksaan.

N

(4} Jumich oajok yeng terutang dalam SKPOKB
sabagaimana  dimaksud Pasal 15 ayat (1)
nurur  a angka 2, dikerakan sanksi berupa
kenaikan  sebesar 25% (dua puluh lima
persen; dari pokok pujak ditambah bunga
sehesnr % (dua persen) sebulan
dipituno dari paojok yang kurang atau
teriombot dibayar untuk jongka waktu paling
ioma 24 {dua puluh empat) bulan dihitung
sgjok scat terutangnya paiak.

-

BAB XVI
RETENTUAN PIDANA
Pasal 32

¥ajib pajok yong tidaok mengisi SPTPD atau
mengisi tidux sesuci dengan keadaan yang
sebenarnya  seningga merugikan  keuangan
daerah sebpagaimana dimaksud Pasal 11 dapat
aipiduna dengan pidena kurungan paling lama
& (enomi bulan uan atou denda paling banyak

~

2 {dun) kali jumiah pajak yang terutang.

—~
=1
N

(2) Tindak pidena yang dimaksud dalam ayat (1)
ngsal ini adalian pelanggaran, 40 :

BAB ..\ 0iiins,
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BAB XVII
PENYITDIKAN
Pasal 33

Si:lain Penvidik POLRI, Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Pemerintan Daerah
siberi wewenong  Khusus untuk  melakukan
penyidikon terhadap tirdak pidana dibidang
nernajokan  daerah sebagcimana  dimaksud
dolom Undang-undang Nemor 8  Tahun 1981
tentarng Hukuvm Acara Pidana,

wevienang penyidik sebogaimana dimaksud pada
oyt (1) adalan

. mensecima,  mencari, mengumpulkan  dan
menelitl veterangan atau Laporan
berkenaan dengan tindak pidena dibidang

wrpelaaan daerap agar keterangan atau

aporan rersebut menjadi lengkap don\

BREBC SR

muneiitl, mencari  dan  mengumpulkan
Kelerangan  mengenal orang pribadi  atau
oadan  tentang kepenaran perbuatan yang
dilokukan  sehubungan  dengon”  tindak
pidana perpajokan daerah tersebut

o. menerimo Keterangan dan bahan bukti
crang  pripgdi  atou  badan  senubungan
dengan tindok pidona dibidang perpajakan

(ME‘I Wiy g

G, msEnerimg oukti-bukti, catatan—catatan
dan dokumen-dokumen igin  berkenaan
denzon tindax piduna cibidang perpajakan

ek ary o

o, Lielckukan penggeledahan untuk
fendapatkan  panen pukti pembukuan,
pencatatan don dokumen—dokumen  lain,
serta meiakuken penyitaan terhadap bahan
huxkti tersebut

f. meminta. ......
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. memirta bantuan tennga ahli dalam rangka

pelaksanacn  tugas penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah ;

, menyurun bernenti, melarang seseorang

meningzalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan seaang berlargsung dan
memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yong dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e ;

memotret seseorcng yang berkaitan dengan
tindak pidana perpajakan daerah ;

. memanggil crang untuk didengar

keterangannya dan diperiksa sebagai ;

. nengnhentikan penyidikan :

. meiagkukan tindakun lain yang perlu untuk

kelancaran. penyidikan tindak pidana
dibidang perpujakan daerah menurut hukum
yang dapat dipertonggung jawabkon.

(3) Penyiaik sepagaimana dimaksud pada ayat (1) .
memberitanukon dimulainya penyidikan dan
menyampaikan nasil penyidikannya  Kepada
Penuntut Umum melalui Periyidik PCLRI sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam . Undang-
undang Womor & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Fidana. :

Hal-hal
Daeran

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
j‘asal 34

yang belum diatur dalam Peraturan
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

; A

Pacsal %5, ......
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3oTahun 1998 tentang Pajok Kendaroan Bermotor, Lembaran
Giieran Propinst Doeran Tingkat 1 Sutawes: Tenggara Nomor
oo Tahwan 1998 Teri A, tidak berioku lagi, xecuvall pajak

yorg ternutang becdosarkon  Peraturan Daeran itu.

Peraturan D iy ini muliai periaku pada
tanggal diundanaran,

Agar aetiun u:wmg mengetahuinya, memerintankan .
WUn o an doeran ini dengan  penempatannya
Proninsi Suiowesi Tenggara,
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FENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN

FENDARAAN DIATAS AlR
UMUM

Sesuai  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1899  tentang
Pemerintanan Daercn, Pajak mervpakan salah satu  sumber
Pendapatan Daeranh dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi
Daeran, dalam arti mampu mengatur dan mengaurus ruman
tangganya sendiri

Saioh  satu  sumber pendapatan Daeran dari pajak yang
ditetapkan perdasarkan Undarg-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atcs Jdndang-undang Nomor 18 Tahun 1997
adalan Pajok Kendaraon Bermotor dan Pajak Kendaraan di  Atas
Air senubungan dengan beriakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1
Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tanun 1998 tentang Pajak Kendaraan
Bermoter periu disesuolkan dengan ketentuan tersebut dengan
mengaturnya kembali daleni Peraturaun Doeran yang baru.

Hol ini  dimoksud untuk meningkatkan dan senantiasa
menyesuaikan pengaturun sumber-sumcer Pendapatan Asli  Daeran
Khususnya Pajak dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yanglebin tingyi dan tidaok pertentangan dengan ketentuan
umum, disamping untuk meningkatkan kinerja dan
mengintensifkan pelaksanaan pemungutannya agar pelaksanaan
pembiayaan pemerintan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang
persumpber dari pendopatan asli daerah, khususnya dari pajak
daeran dapat lebinh ditingkatkan, sejalan dengan semakin
meningkatnya pelaksanocan pempangunan dan pemberi oelayanan
Kepada masyarakat,

Dcri  segi  pelaksanaon Otonomi Daerah, pengceturan ini

merupakan upaya memperkuat don memacu perkembangan otonomi
Dazran yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung iawab,

11 PRSAL. o s enan



—~ e~ e

.

&

3

a

P—s

PO b

nurdt ¢

,
| O
(¥t
(:
Cae |
—
)
N

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Termasuk pengertian Kendaraan
Bermotor aniara lain semua
kendaroun Beroda Duc atou lebih
peseria gandengannya yanyg digunakan
disemua jenis Jjalan darat, dan
digerokkan olieh peralaotan tehnik
berupa motor atau peralatan lainnya
yang bertungsi untuk mengubanh suatu
sumber daya energi tertentu menjadi
teruga  gerak kendaroan  bermotor
yang Dbersangkutan, termasuk alat-
glat perct dan alot-alat besar yang
DErgerak. )

Cuxup jelas.

rendoraan  bermotor dan  kendaraan
diotas air milik Badan Usaha Milik

- Negara dan Badaon Uscha Milik Daerah

tidok dikecualikan sebagili objek
PUJjak.,

ketentuon  tentang pengecualian
L angenadn  pajak bagi  Perwakilan
Lembaga-iembaga Internasional,
Kedutaen dan Konsulat Negara Asing
perpedoman kepada kKeputusan Menteri
Kauangan,

Lukup iclas.,

Subyek FPajak adalah orang pribadi
gtau  badan yang dapat dikenakan
pajak daeran.,

wajib Pajak adalah orang pribadi
atou  padon yang menurut ketentuan
feraturan Perundang-undangan
persajcokun doerah diwajibkan  untuk
melakukan  pembayaran pajok  yang
‘terutang, termasuk pemungutan atau
PDEMotTONgan tertentu.

Pasal b. ..%...



Pasal

Pasail

5 ayat (1

7

nuruf a

purut o

ayat (2)

ayat (1)

Nilai jual kendaraan bermotor dan
aiat angkutan diatas air diperoleh
beruwasackan  harga pasaran  umum
minggu pertama bulan Desember tahun
pajaok sebelumnya. Harga  pasaran
uymum adalah harga vyang diperoleh
dari sumbper data antara lain agen
tunggal pemegang Merk  (ATPM),
Assosiasi penyaiur kendaraan
permotor dan alat angkutan diatas
air.

DBoDOT dinyatakan sebagai koefisien
tertenty, koefisien sama  dengan
satu, Derarti kerusakan jalan dan
pencemaran 1ingkungan oleh
tendaraan bermotor dan Kendaraan
diotos oir tersepbut dianggap masih
daiam  batas toleransi, koefisien
iepin  pesar dari satu  berarti
kendaraan  bermotor tersebut  dan
kendaraan  diatas  air  membawah
vengaruh buruk tarhadap Kkerusakan
jaian can pencemaran lingkungan,

Cukup jelas

Jasar  bpengenaan pajak  kendaraan
bermotor dan pajak alat angkutan
diatas air vyang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana dimaksud ayat
ini didasarkan pada ketentuan Pasal
5 ayat (1), dengan bobot kendaraan
dermotor dan kendaraan diatas air
ditentukan sama dengan satu,

L=noan bketentuan bahwa dalam .harga
pasaran umum atas suatu kendaraan
permotor tidak diketahui, nilad
jugl kendaraan bermotor dan alat
angkutan diotas air  ditentukan
perdasarken faktor-fator

a., Isi. .?....



a. isi siiinder dan atau satuan
daya ;

h, Penggunaan kendaraan  bermotor

dan ¥vndaraan diatas air ;

Jenis kendaruan bermotor  dan

kendaraon diatas air ;

d. Merk  kendaraan bDermotor  dan
kendaraan diatas air ;

@)

e, Tahun pemauatan kendaraan
permotor dan Kendarcan diatas
air

Berat total kendaraan bermotor
aun  panyaknya penumpang  yang
eiisikan ;

ookumen  import  uniuk  jenis
kenduraan?tertentu 3

lonase I Mo
G IdOG I o

()

Faktor faktor tersebut diatas tidak
narus semuanya dipergunakan dalam
menghitung nilai  jual. Sedangkan
pobot  sebaguimana  dimaksud  pada
Pasal 6 ayot (1) dihitung
pe,dasarkan foktor-faktor

a. Jekanan gandar, yang dibedakan
atas  jumlai sumbu/As, roda dan
perat kendaraan ;

0. Jenis Bahan Bokar  Kendaraan
Bermotor dan Kendaraon di  Atas
Air yang dinedakan antara lain :
soiar, opensin, gas, listrik atau
tenaya suryad ;

Jenis p=nggunaan, tahun
pembuatan dan ciri-ciri mesin
gdari  kendaraan permotor  dan
kendaroan aiatas air. Jenis
mesin kKendecraan bermotor antara
iain aapat dibedakan jenis mesin
2 tak atau 4 tak dan ciri-ciri
mesin antara iain yang 1000 CC
dan 2000 CC. .

[

Sedangkan, 41...
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Sedangkan  penggunaan kendaraan
permotor dan kendaruan diatas - air
adalan penggunaan sebagai kendaraan
umur atau kendaraan pribadi.

Cukup jelas.

cukup Jelos.

Cukup jelas.

Tukup jelas.

Cukup Jelas,

Cukup jelas.

Cukup Jjelas

Cukup jelas.

Eentuk dimaksud ayat (2) termasuk
uraion tulisan dan ukuran.

Cukup jeias
Cukup jelas.
Cukup j2las
Cukup ielas

Bentuk dimaksud ayat (2) termasuk
uraiaon tulisan dan ukuran.

Cukup jelas.
Cukup jelas,
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelias

(S 2]
—

ayat (
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ayat (3} Bentuk dimaoksud ayat (Z) termasuk
uraian tulisan dan ukuran
ayat (1) Cukup ieios
ayat (2) ' Cukup jelas
avat (2) Berrtuk  dimoksud ayat (2) termasuk
uraion tulisan dan ukuran,

Cukup elas,
Clukun jeiqs

Cukup elias

pukup ieliqs,
Dukup jelos
Cukup jelos

Gubernur dapat memberikan
b 2ringanan pengurangan dan’
pembebanan pajaok. Hal ind  sifatnvao
fakultetif,; Jodi bulan merupakan
suatu keharusan yang diberikan oleh
Guhernur.

Sepad  daiam pemberion keringanan:
pengurangan dan pembebcnan harus
dictur dengon tata cara tersendiri,

Cukup jelos.
Cikun Jeiqgs,

LUKl el as,

Cukuo je.qs,

Dimoksudkan selain pengawasan
melekot yang dilakukan oleh Kepala
iinos  Pendapaton,  juga dapat
dilaoiogkon oleh Instansi terkait
seperti  Bodan Pengawas  Propinsi
Sulawesi  Tepggara dan  Instansi
Pengawas 1ainnya, A}f

Pasal 33, ..)...
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Meruparan  denda  fiskal yakni
perbentuk  penambahan ketetapon
pojak dengan suatu prosentase  yang
ditetaopkan dalam peraturan pajak
ini den harus  dibayar  kepada
doeran,

Pasal

Pcsal >4 Sukup Jelus,

NGImy yang ada  merupakon  hukuman .
Kurungan atau denda pidana

nelanggoran tersebut diproses pada

tingkut penyelidikan, penyidikan

sanpai  pada tingkat penuntutan di

pengodilun,
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Pasail

Do denda  tersebut  dibayarkan
kepoda Kas Negara.

Fasal 5b ' ukup jelos,



